
Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Perarura
Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Berrnotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021,. peri
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghiturigan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sea Balik 3am.a
Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tabun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nornor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5025);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATA1~

NOMOR 01'1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BEl M(1f()H.
DAN SEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Dipindai dengan CamScanner
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Dipindai dengan CamScanner

Dalarn Peraruran Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
J. Gubernur edalah Gubernur Kalimantan Selatan,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai un ur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat 0 erah adalah unsur pembanru Kepala Daerah dan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pt'm -rin '
rnenjadi kewenangan daerah.

4. Badan Kcuangan Daerah adalah Badan yang rnenyelen UN n
pernerin tahan di bidang keuangan dan men dol c ~ _ retribu I,

5. epala adan Keuangan D end. yang 1 njutny an
Ketran - n Due 11h Provin i Kaliman n '" 1 tan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PasaJl

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMO'fOR DAN
SEA BAUK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.

Menetapkan

14. Pcraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 14 Tahun 2019
tcntang Penghitungan Dasar Pcngcnaan Pajak Kcndnrnan
Bcnnotor dan Sea Balik Noma Kcndaraan Berrnotor
Tahun 2019 [Berita Negara Republik Indone is Tahun 2019
Nomor 364) sebagaimana telah diu bah bcberapo knli,
terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalarn Ncgcri Nomor 101
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran
Menteri DaJam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentan
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor Tnhun 2019
(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 1 Nomor 1623);

15. Peraturan Menteri OaJam Negeri Nomor 77 Tahun 20120
tentang Pedoman Teknis Pcngelolaan Keu ngnn 0 er h
[Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 1)'

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T hun 0_ 1
tentang Penghitungan Dasar Pengen nn Pnj k Kend mum
Bermotor dan Bea Balik Nama Kend In n Bermotor
Tahun 2021 (Berita Negara Rcpublik Indoneai T hun -0 1
Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selutan Nomor 1J
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolann Keu n n
Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Kalirn_ntan el tan
Tahun 2007 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pnjuk
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lcmbaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
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Dipindai dengan CamScanner

n

n bemlolor.

n Kend(1) Objek PKB merupakan kepemilik n do.n/ t u pen
fknnolor.

(2) Objek jak B13NKB merupt kun pen)' mhl n kt" ,",iii U\ t'ndt

BAB 11
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DAN BEA BAUK NAMA KENDARAAN BER ~OTOR

Pa~ 12

6. Kcndarnnn B rmotor uduluh s mun kcndnr inn berodn he., rtn RluHlcuMllnnyn
yung digunnknn di scrnuu j nis julnn dnrnt dun clift rukknn olch pernlntun
t knik berupa motor utuu pcrnlntnn lniunyu, ynnJit ocrfuuw l untuk III flKUh,\h
suntu surnbcr dayn enc~i tcrtcntu rncnjndi tCIH\J,tO f,tcmk kcndurnun bermotor
yang bcrsangkutan, tcrmusuk nlnt-nlnt hem' dnn nlnt-nln! bcsnr YflnR dnlnm
opcrasinya men zzunaknn rodn dnn mot r dun tlduk m I knt am perrnnn n
serta kendarann bcrmotor ynng diopcrnstknn di nir,

7. Kcndaraan Berrnotor An _kutnn Umurn ndnlnh c tinp kcndnrnnn ynng mernlliki
ijin pcnyelengg rnun nngkutnn urnurn barnng dnn/nt u or mg d ng n
dipungut bayarnn ynng bcrgcrnk di bidnng jn on, kutnn untuk kepentlngnn
umurn yang In nggunuknn plot dnsar worn" kunin .

8. Kendarnnn Bennotor Listrik Bcrbusi Bat mi (BnUmj El ctric Vr.hi I) rnng
selanjutnya discbut KBL Berbasis Baterni ndnlnh kcndnrnan n,~ diJrt~rukknn
dengan Motor Listrik dan rncndapatkan pasokan umber d rn tennga listrik
dan Baterai secara langsung di Kcndarnan rnnupun dun tu r.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnyn disin kat PKBMini h ti k ntas
kepemilikan darr/utau penguasaan Kcndaruan Bermotor.

10. Bea Balik Nama Kcndaraan Berrnotor yang sclanjutnyn di ingkut B8N~KB
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bcnnotor ebo _fU rkibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihnk atau keaduun ynn terjndi kurenn
jual beli, tukar menukar, hibah, wnrisan, atau pcmasukan kc d I irn bud In
usaha.

11. Kendaraan Bennotor Ubah Bentuk adalah kcndarnan berrnotor ynng
mengalami peru bahan teknis danj'atau Iungsi dan/atou penggunnannyu.

12. Nilai Jual Kendaraan Bennotor yang selanjutnya disingknt NJKB d I h H 'r-.;u
Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

13. Nilai Jual Kendaraan Bennotor Ubah Bentuk yang sclanjutnya disebut NJKB
Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umwn alas suatu Kendarn In Bermotor
yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaannya,

14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU dalah hurgu ruta-ruta
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/utau tahun yang ditetapkan
berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

16. Umur Rangka/ Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitun
dari Tahun Pembuatan Rangka/ Body.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urus n pemerintahan duJam
negeri.

18. Han adalah han kerja.

- ·1 •



Dipindai dengan CamScanner

Pasa15

()) NJKB sebagairnana dimaksud daJam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan
berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada rninggu pertama bulan
Dcsember Tahun 2020.

(2, N,JKD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan
tsebal')Jj berikut:
a. dalarn JU11 diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan

pujuk pertambahan nilai; dan

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAANPAJAK KENDARAANBERMOTOR
DAN BEA BALIKNAMAKENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang
Dioperasikan di Atas Jalan Darat

Pasal4

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan
Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 2 ayat (3) huruf a dan pada ayat (4).

(2) Penghjtungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan perkalian dan 2 (dua) unsur pokok;

a. N.JKB; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jaJan danj atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasa13
(I) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki danj atau

menguasai Kendaraan Bermotor.
(2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima

penyerahan kendaraan bennotor.

P) I{ n', rnnn Berrnotor sebngnirnana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
11. Kcndnrnnn Bennotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
b. Kendnrnnn Bermotor yang dioperasikan di air.

(,1) Kendnrnnn Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana
dlmnksud pnda aynt (3) huruf a terdiri atas:
11. mobiJ penwnpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
b. mobil bUB yang meJiputi microbus dan bus;
c. mobil barnng yang meJiputi blind van, pick up, light truck, truck dan

sejenianya;
d. mobil rodn tiga;
e. sepeda motor roda dua; dan
f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penwnpang dan

sepeda motor roda tiga barang.

- 5 -



Dipindai dengan CamScanner -

Pasal9

(1) Pengenaan PKBAngkutan Umwn untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKBAngkutan Umwn untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(3) Pengenaan PKBAngkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam
puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(4) Pengenaan BBNKBAngkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60%
(enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(5) Pengenaan PKB dan BBNKBuntuk angkutan umurn sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), merupakan insentif yang diberikan
oleh Gubemur.

Pasal8
Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 7
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan

dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai
koefisien sarna dengan 1 (satu);

b. sedan nilai koefisien sarna dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nollima

puluh);
d. blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sarna dengan 1,085 (satu

koma nol delapan puluh lima);

e. hus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
f. light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sarna dengan 1,3 (satu

koma tiga).
(3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai

hatas toleransi atas kerusakan jalan danl atau pencemaran lingkungan dalam
penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal6
NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan
berdasarkan hasil penjumlahan NJKBdengan nilai jual Ubah Bentuk.

b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak
pertambahan nilai, PKBdan BBN-KB.

(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan
BBNKB.

-6-



Dipindai dengan CamScanner

Pasal12
(1) Pengenaan PKB ambulan s, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan

milik pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar
pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKB arnbulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan
milik pemerintah daerah clitetapkan sebesar 0% (nol persen] dari dasar
pengenaan BBNKB.

(3) Pengenaan PKB pemadam kebakaran, badan usaha milik daerah, dan pihak
swast.a ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.

(4) Pengenaan BBNKB pemadam kebakaran milik badan usaha milik daerah, dan
pihak swasta ditetapkan sebesar 0% (nol persen] dari dasar pengenaan
BBNKB.

(5) Pengenaan PKBambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik
daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
ditetapkan sebesar 0,75% (noJ koma tujuh lima persen] dari dasar pengenaan
PKB.

(6) Pengenaan BBNKB arnbulans dan pelayanan keberaihan mililc hadan usaha
rnilik daerah, dan pihak swaata yang dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan dltetapkan eebesar 10% [sepuluh persen] dan dasar pengenaan
BBNKB.

Pasal 11
(1) Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen] dari dasar pengenaan
PKB.

(2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen] dari dasar pengenaan
BBNKB.

(3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk anglrutan umum barang
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen] dari dasar pengenaan
PKB.

(4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang
elitetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan
BBNKB.

(5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), merupakan insentif
yang diberikan oleh Gubemur.

Pasal 10
(1) Pengcnaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang

ditctapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan
PKB.

(2) PengenaanBBNKS untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang
ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan
BBNKB.

(3) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan insentif
yang diberikan oleh Gubemur.

-7-



Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
YangDioperasikan di Air

Pasal14

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKBdan BBNKBuntuk Kendaraan Bermotor
yang dioperasikan eli air sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (3) huruf b
ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/ body dan nilai jual
motor penggerak Kendaraan Bermotor eli air.

(2) Nilai jual rangka/ body Kendaraan bennotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPUatas suatu
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan
Desember Tahun 2020.

(3) Nilai jual rangka/ body Kendaraan Bennotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor
(GT/ gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7. fungsi dan Umur
Rangka/ Body.

(4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/ horse
power dan Umur Motor.

Pasal13
(1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (6)
dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi
COVID-19, upah minimum regional, dan/ atau faktor lain yang berpotensi
menghambat investasi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persyaratan
melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Angkutan Umum untuk orang dan barang:

1. Asli dan FotocopyUjiKir Kendaraan Bermotor; dan/ atau
2. Asli dan FotocopySurat IzinTrayekAngkutan.

h. Ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan pihak swasta:
1. Asli dan FotocopyUjiKir Kendaraan Bermotor; dan
2. Asli dan FotocopySurat IzinTrayekAngkutan.

c. Ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan:
1. Wajib atas nama yayasarr/Iembaga keagamaan yang bersangkutan;
2. Asli dan FotocopyAktaYayasarr/Lembaga Keagamaan; dan
3. Asli dan FotocopyUjiKirKendaraan Bermotor.

(7) Pengenaan ~KB ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial
keagamaan ditetapkan sebesar 0% (nolpersen) dari dasar pengenaan PKB.

(8) Pengenaan BBNKB ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial
keagamaan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(9) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (8)merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

-8-
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Pasal18
(1) Gubemur dalam menetapkan dasar pengenaan PKBdan BBNKBsebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 17 ayat (2)untuk:
a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, sesuai

ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasa!4; dan
b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, sesuai ketentuan

sebagaimana di atur dalam Pasal 12.
(2) Dalarn hal HPU suatu Kendaraan Berrnotor tidak diketahui, NJKB

dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga

yang sama;
b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
c. Harga Kendaraan Bennotor dengan merek Kendaraan Bennotor yang sama:

Bagian Ketiga
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum

Dalarn Lampiran Peraturan Gubernur
Pasal 17

(1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKBdan BBNKBuntuk
Kendaraan Berrnotor pembuatan sebelum tahun 2021 yang jenis, merek, tipe,
dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16
NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (I),
dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor
yang dioperasikan di Air.

Pasal15
(1) Nilai jual rangka/ body Kendaraan bermotor yag dioperasikan eli air

sebagnirnana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis
bahan konatruksi rangka/ body meliputi:
u, kayu;

b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya: dan
c. bcsi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.

(2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokan
berdasarkan fungsi:
a. angkutan pcnumpang dan/ atau barang;
b. penangkapikan;
c. pcngerukan;dan
d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

- 9 ~



Dipindai dengan CamScanner

BABIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa123

Dulnm JUlI Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Light Truck; Truck, Tronton dan Tractor
H uul rnunlh herbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah
dcngnn N.JKB Uhuh Bentuk,

Pasal22

Duunr pengcnuun PKB dun BONKB sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pasal 18,
Pueul J fJ dun Pn rillI 20 berlaku sampal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Dulum NcW:ri dunl utnu Pcraturan Gubernur terbaru tentang Penghitungan Dasar
Pengcnnnn Pujuk Kendurnan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 21
(lubernur dnpul rncnctapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta
fglnclcnK utuu tcrnpel don tarnbahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum
dltctnpkun dnlnrn Pcrnturan Gubernur ini,

Pasal20
( I) I'cmlolwllIlIl pcnetnpnn N.JKB bam atau nilai jual yang belurn diatur dalam

Lnmplrun Pernturnn Oubernur ini diajukan secara tertulis kepada Kepa1a
""dun Kcuungnn Duerah Provlnsi Kalimantan Selatan.

(2) Dnlurn hnl terdnput Kendurnan Bermotor dengan jenis, rnerk, type, dan nilai
jU111 tnhun pcmbunuin haru ntau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran
Pcrnturun Guhcrnur lni, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
dltcrimnnyu pcrrnohonun sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan
Kcuungnn Dncrnh Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sementara
bcnnrnyn N.JKB tcrschut.

Pnsnl 19
(luhe' nul' JI)';ur.filplwu pr,nglaitungnn serncntarn dasar pengenaan PKB dan BBNKB
",,~I I<r:ndufluall Ilermnmr yunl-( tldak tercanturn dalarn Peraturan Menteri
J)IIII11U Nr.W" I Nomor I Tnhun 202] beaerta perubahannya maupun dalam
Lnrnplrun Per .. ' urnn Oubernur ini, dengan ketentuan untuk tahun terbaru nilai
juulny« dllr:lupl<lItl 21,!'),Y" [dua puluh satu leoma lima persen} eli bawah perkiraan
luu ~It inl (fI" t'.11 mud).

cI, ,It" l!U )(,..,,.1",,,...0 n rmoior dengnn Tnhun Pernbuatan Kendaraan"~, 'lift',.,. Y""H Hun".;
c. lit" '1)t I<~"dlintu.. J ermotor dengan pernbuat Kendaraan Bennotor

Y""~ NIlIH"q

f. IJtHf9* J{r,ucfunmn I'~rmol()r rlengnn Kendnrnnn Berrnotor sejenis; dan
~. "U, JI}I J<",at1l1mllU nt!rmolor berdnsnrknn dokumen Pemberitahuan Impor

nU.11I1H·
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANTAHUN 2021 NOMOR '1

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal .2..& It/*n? ~

Pj. SEKRETARISDAERAH
PROVINSI lMANTANSE

SAFRlzALZA

Ditetapkan di Banjannasin
pada tanggal 2~ A~"I IJ. I

Pj. GUBERNUR KALlMANT _

Pasal26
Peraturan Gubernur ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal25
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlalru, maka Peraturan Gubemur
Kalimantan Selatan Nomor 0112 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 112)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24
(1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban PKB dan

BBN-KB untuk ketetapan masa pajak sampai dengan 5 (lima) tahun
ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlalru ketentuan
Peraturan Gubemur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKBdan BBN-KB
yang berlaku pada saat masa pajak terutang.

(2) DaIamhal Kendaraan Bermotor belum memenuhi kewajiban PKBdan BBN-KB
untuk ketetapan masa pajak setelah 5 (lima) tahun ke belakang sebelum
berlakunya Peraturan Gubernur ini, penghitungan dasar pengenaan PKB
dan BBN-KBmenggunakan ketentuan Peraturan Gubemur yang berlaku pada
saat masa pajak tahun kelima dari kurun waktu masa pajak 5 (lima) tahun
ke belakang.
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NO KOOING MERE!< TYPE THBUA NJK8 BOBOT OPPKS
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101009 00130 AlFA ROMEO 156BER 2(ID:c 2001 1~1XXl.1m 1,025 149.6501XX)
2 10100900130 2002 150.000.000 1,025 153.75O.1m
3 10100900130 2003 154.000.000 1,025 157.850.000
4 101009 00130 2004 170.000.000 1,025 174.250.000
5 101009 00230 AlFAROMEO 156CAV62.4V 2tXX) 1471XXl.000 1,025 150.675..000
6 101009 00330 AJ..FAROMEO 1663.0L 2001 209.000.000 1,D2S 214.22S.1m
7 101009 00330 2002 215.000.000 1.D25 220.375.000
8 101009 00330 2003 221.JXX).000 1,025 226.52SJXXI
9 101009 00330 2004 242.1XX)..ooo 1,025 248.050..000
10 101009 00430 AlFAROUEO A156 2.D SPARK SALfSSPEED 2tXX) 1381XX).ooo 1,025 1-41A5O..ooo
11 101009 004J0 2001 139.COO1XXl 1,025 142.475ttXl
12 101009 00430 2002 142.000.000 1,025 145..5S0.ooo
13 101009 00430 2003 146.000.00) 1.ll2S 149.650.000
14 101009 00430 2004 161Jm..ooo 1.025 165.025.000
15 '01009 00430 2005 198.000.000 1,025 202.9!iO.000
16 101009 00430 2000 224.000.000 1,025 229.600.000
17 101009 00430 'Zro7 248.000.000 1.D25 254.200.1XXl
18 101009 00530 PJ...FARQMEO A156 2.$ O-SYST£M 2005 215.000.1XXl 1,025 22O.3751n)
19 101009 006:l) AJ..FAROMEO Al56 2.Sl 2003 158.000.000 1,025 161.950.1XXl
20 101009 00S30 2004 175.000.000 1,025 179.375.000
21 101009 00730 AJ..FAROMEO A166 3.0 SPORTRONICV6 2002 158.000.000 1,025 161.950.(XXJ
22 101009 00730 2003 175.000.000 1,025 179.375.(XXJ
23 101009 OOT.ll 2004 200UXXI.000 1,025 209.100.000
24 101009 00730 2005 253.000.000 1,025 2.59.325.txXl
25 101009 00730 2006 280.000.000 1,025 287.txXl.ooo
26 101009 00T.l0 2007 332.000.000 1,025 340.m1m
zr 101009 00930 AlFARQ.EO SPORT TRONIK3000cc 2000 l:noooJXXI 1,025 136.325.000
28 101009 00930 2001 141.000.000 1,025 14C.525Jm
29 101009 00930 2002 158.000.1XXl 1,02.5 161.950.000
so 101009 00930 2003 175.000.000 1,Q25 179.37$.1m
31 10100900930 2004 204.000.000 1,025 209.100.000
32 101009 00930 2005 2S3.ooo.<XXI 1,025 259.325.ax>
33 10100900930 2006 280.000.000 1,025 287.000.000
34 101009 00930 2007 332.000.000 1.025 340.Dl.OOO
35 101027 01515 ASTONMARTIN 0811 2020 6.817.000.00) 1,025 6.987.425.000
36 101027 01515 2021 7.499.000.1XXl 1,025 7.686.47S.1XXl
37 101027 00815 ASTONMARTIN DB 11AT 2018 5.14Cnoroo 1,025 5272.600.000
38 101027 00815 2019 5.145.000.000 1,025 5273.625.000
39 101027 01715 2021 5.1471XXl.1XXl 1,025 527$.675.000
40 101027 00915 ASTON~ DB11V8AT 2018 4.599.1XXl.1XXl 1,025 4.711975.ax>
41 101027 00915 2019 4.6OO.ooo.1XXl 1,025 4.715.1XXl.1XXl
42 101027 00915 2020 4.612.ooo.1XXl 1,025 4.727.300.000
43 101027 00915 2021 5.073.1XXl.1XXl 1.025 5.199..825.(0)
4C 10102400115 ASTONMARTIN DB7VAHrAGE. 2002 l.l00.ooo.1XXl 1,025 1.1Jl.650.1XXl
45 10102400115 2003 1.186.ooo.1XXl 1.025 1.215.650.000
46 10102400415 ASTONMARTIN DB9 '1!XIl 1.875.000.000 1,025 1.921.875.000
47 10102400215 ASTONMARTIN DB9VOlANTE MT 2005 1.019000.000 1.ll2S 1.044,475.000
48 101027 01115 ASTONMARTIN DBS 2018 3.149.ooo.1m 1,025 U27.125.1XXl
49 101027 01115 2019 3,1SO.IXXl.1XXl 1,025 l22B.75O.1XXl
50 10102.500515 ASTONMARTIN OBS4X2AT 2010 5.125.1XXl.1XXl 1,025 5.253. 125.000
51 101027 01615 ASTONMARTIN DSSAT 2020 3.158.ooo.1XXl 1,025 3..236.950.1XXl
52 101027 01615 2021 3.474.000.000 1.02S l.S6O.850.ooo
53 101027 01215 ASTONMARTIN OOX 2018 1.890.IXXI.1XXl 1,025 1.937 .250.000
54 10102701015 ASTONMARTIN VANQUISH6.0 AT 2018 8.113.000.000 1,025 8.315..525.000
55 101027 01015 2019 8.114.IXXl.OOO 1,025 8.3 16.&50.1XXl
56 101027 01015 2020 8.134.ooo.1XXl 1,025 8.337..350.(0)
fit 101027 01015 20'11 8.947.1XXl.000 1,025 9.170.67S.000
68 10102400315 ASTONUARTIN VANQUISHV12 2005 2..264.IXXl.<m 1,02& 2.320.600,1XXl
59 10102600615 ASTONMARTIN VAIHAGf. 2010 2.14lcnl.OOO 1,025 2.198.fit5.cnJ

JElOS KENDARAANBERIIOTOR DAR IOLAI JUAL UBAH BEJIITUKKEKDARAAII BERMOTOR

A. JENI$ KENDARAANBERMOTOR
1. JEH1S : MOBIl PENUMPANG - SeDAN

TAHUN 2021

LJ\MPlRAN
PERJ\nJRAN GUBERNUR NOMOR
TENTJ\NO

PENOIilTIJNOAN DASJ\R PENOENMN PAJAK KENDARAAN OERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAJ\N BERMOTOR TAHUN 2021
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RlZAL ZA

jPj. GUBERNUR KALlMANT

JENlSOASAA
PICKLP Il.IM)V!\N DOUIllE CA£lIN MICROOUS I.IGHTm~ TR~ TRONTOtf TRAC1~ H£),()

n.octJ.OC1J
78.octJlXXl
ro.IlXl.1XXl B4.1XXl1XXl
OO.OC1J,OC1J 85.OC1JoctJ
ro.IXXl.1XXl BAIXXl,OOl BQ.0011XXl
OO.OOl.OOl 65.1XXl.00l 00.00100l

49J)X).1XXl 591XXl00l 69.00100l 1"OOl,OOl
5O.00l.1XXl 6Q.1XXl.1XXl 7o.OOl.1XXl 1!l.00100l
34.cnl.1XXl J4.lXXl.00l ..... IXXl.1XXl 54.IXXl.1XXl 2I.00l.00l
~(xx)cnl X,.00J.1XXl ~1XXl.OCO 5MXXl.CXXI GOOOlcnl

tIJ ~i(l(Nll.J( lNU'4

:w l'O10
.n4 2019
~ 2020
3.:1\ 2011
1)1 TlW.ER 2010
.u! ml
:m VK;UJ. :1020
3«l 2011
341 WlNGOOX 2020
347 ;>()"

B. NILAI JUIU. UBAH RENTUK KENDARAAN BERMOTOR


